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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 287 TAHUN 2024 TENTANG 

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA 

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 

UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024  

 

ABSTRAK :    -  bahwa dalam dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

60/PUU-XXII/2024, perlu menetapkan syarat Perolehan Suara Sah Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; 

 

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);UU Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagimana telah 

diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);UU Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 



Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547);UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863);Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;PKPU Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);PKPU 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);PKPU Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

345);Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 

2024;Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 134 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. 

 

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah ini diatur: Hasil 

Perolehan Kursi Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang tercantum pada Lampiran; 



- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 199 Tahun 2024 

tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik 

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah 

Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah 

Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;  

 

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024. 

 - Lampiran 1 hlm. 


